PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2003

TENTANG
HAK KEUAN GAN PIMPI‘\TAN DAN —‘x\(“ GOTA
KOMISI PEMILIHAN U\IIU‘TVI BESERTA PER ANGK: \’1 PENYELENGGAR
PEMILIHAN UMUM S];RTA PI\IPIN‘AN DAN ANGGOTA PANITIA

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemlilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rabu
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Duasrab
Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Romn
serta Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan scoara lebil
berkualitas dengan partisipast rakvat scluas-fuasnva was dosar
prinsip demokratis, langsung, wmum, -bebas, rahusiu. Jujur, adil,
dan beradab yang penvelenggaraannya dilakukan oleh Komisi

Pemilihan Umum yang bersifat nasional . tetap, duan mandiri:

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemililun
Umum Kabupaten/hota adalah pehl\sana pemilthan wmum
Propinsi dan Kabupaten/Kot vang merupakan bugian dari Ko

Pemilihan Umum;

¢. bahwa semua tahapan penyele nggaraun Pemilihan Umum dine asg

oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum:

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, hurut b, dan huruf ¢ dan dulomy rancio

melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 23 Tuhun

2003 tentang  Pemilihan Umum Presiden dan Walil Prosidon,



Mengingat

Menetapkan :

BN

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 wentng Keuanoon Neour

dipandang perlu mengatur Hak Keuangan Pimpinan dan Anooon

i

Komisi Pemilihan Umum beser Perangkat  Penvelonoour

Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggotr Panitia Penuiseas

Pemilihan Umum dengan Peraturan Pemerintah:

i
I

. Pasal 5 ayat (2) dan Pfasél 22 E Undanz-Unhdang Dasar 1923
y i R -~ :

i

| : . - . L.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentany Pemiliban Umis

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakitan Duovaiy,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Newvara Tahun

2003 Nomot 37, Tambahan Lembaran Nevara Nomor 4277

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lepia e

Negara Nomor 4286);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang . Pemibihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Nevara Tahun 2003

Nomor 93, Tambahan Lembaran Nevara Nomor 4311

MEMUTUSKAN

PERATURAN PEMERINTAII TENTANG HAK KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUNM
BESERTA PERANGKAT PENYELENGGARA PEMILIHTAN
UMUM  SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA  PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUNMI.




BAB 1

HAK KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUDM, KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI, DAN KETUA DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama
Uang Kehormatan

Pasal 1

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua. dan Anggota Komisi Pemilinas
| % :

‘ | | ,
Umum diberikan uang kehormatan setiap bulan.

(2) Kepada Keta dan Anggota Komisi Pemilihan 1

diberikan uang kehormartan setiap bulan.
; - |
‘ ‘ ,

(3) Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum |

Kota diberikan uang kehormartan setiap bulan.

Pasal 2

S Proninsi

(1) Besarnya Uang Kehormatan Ketua. Wakil Ketua,

Komisi Pemilihan Umum sehagaimana
ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Ketua dan Waki] Ketwa  Rp

b. Anggota . Rp

dimaksud

d

dan Anguo

alamy Pasal

[4.375.000.00

12.300.000.00

(2) Besarnya Uang Kehormatan Ketua dan Angeota Ko

P S 1 I DR
sy Pomhihon

~abomren

Umum Propinsi sebagaimana dimaksud dalom Pasal 1 oavar 2,

adalah sebagai berikur :

a. Ketua : Rp
b. Anggorta : Rp

6.000.000,00
5.000.000.00

(

N

L

) Besarnna



(3) Besarnya Uang Kehormatan Ketua dan Anggott Komisi Pooyiih

Umum Kabupaten/Korta sebagaimana dimaksud dalam Pasei 1o

(3) adalah sebagai berikut :

a. Ketua : Rp  4.000.000.00

b. Anggota © Rp  3.000.000.00

Pasal 3

‘Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan Ketua, W

Anggota Komisi Pemilihan Umum. Ketua dan Angugom R

Pemilihan Umum PropinSi dan Keta dan —\nwuom Romisi Pemiiihe;

|
Umum I\abupaten/Kom \ano busaml\umn

t
P

Bagian Kedus
Biaya Perjalanan Dinas

‘ Pasal 4

s
Lodan fPasad

a

|
(I)Kepada I\etua ‘Wakil Ketua, dan Anggorn Komisi Pemilihan

Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umun Propissis don

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum K

‘

abupaien Moo,

1N f\,.s Joowan

1

yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun ¢ ofuar

negeri, diberikan biaya perjalanan dinas.

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimuna dimaksud  J:
diberikan sesuai dengan ketenruan pzraturan perund

dang-undanonn

yang inengatur mengenai perjalanan dinas bagi Pe

Sipil.

.

(3) Pelaksanaan l\etentuan smw aimana dimaksud datu

ayat (2), dlamr oleh '.\‘Ic;*n[eri Keuangan.

o oo

LN

noaval oty o

Bacian ..



Bagian Ketiga
Uang Penghargaan

Pasal 35
(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua. dan Angeota Komisi Pomibing

Umum, Ketwa dan Anggota Komisi Pemilihan Umuin Propist o

Keta dan Anggota Komisi Pemilihan Umum RKabupuaten

[N

pada akhir masa jabatannya berhak mendaputken tonc
penghargaan.
(2) Besarnya uang penghargaun sehagaimana dimaksud dadum o o1 )

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB 11

UANG KEHORMATAN PANITIA PENGAW AS PEMILIFIAN UNMUDM,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROPINSI. DAN PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN U\IU\I I\~\LLI’A 11 \/{\()I A

1 PdSZIl 6
(1) Kepada Ketlia, mGll I\e[ua. dan Anggota Puanitie Pencue.
Pemilihan Umum diberikan uang Rehormatan setiap bulagn.
(2) I\epada Keta dan Anooota Panitia Pengawas Pemilihan Ui
PropmSl dxberlkan Lumu l\ehonmmn setap bulan.
(3) I\epada I\etua dan A\nwom Panitia Pengawas Pemiliban Do

Kabupaten/Kota diberikan uang kehornatan setap bulw

Pasal 7

(1) Besarnya Uang Kehormatan Panitia Pencawas Pemilihan Uiy

R N

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avar (D adalahy sebuow

berikut :
a. Keta dan Wakil Ketua o Rp  3.300.000.00
b. Anggota : Rp  3.000.000.00



(2) Besarnya Uang Kehormatan Panitia Pengawas Pemil

Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat

sebagai berikut :
a. Ketua

b. Anggota

(3) Besarnya Uang Kehormatan Panitia Pengawas Per

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalum

adalah sebagai berikut :
a. Ketua

b. Anggota

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal §

Pelaksanaan Hak Keuangan bmw Pimpinan

Pemlhhan Umum beserta Puannl\m Pcn\clcn“"

| e e

serta Pimpinan \dan Anvoom

dibebankan pada An garan Pendapatan dan Belanja Negara,

l’aslel )

Dengan berlakuhya Peraturan  Pemerin

Presiden Nomor 116 Tahun 2001
Wakil Ketua, dan Angeora Komisi

berlaku.

.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berl

.

maka

2y oadnin
Rp 3.500.000.00
Rp 5.000.000.00
vlthan Ui
Pusal 6 aver 3
Rp "~ 2.500.000.00
Rp  2.000.000.00
,LLm Anguotr Nonisg
ara Pemilibon U
Panitia Pcngu\\‘:m Pemilihan Uinae

tentang Honorarium Basi Moo

Pemitbihan Umum.

aku pada wn:

Ty

=3

[LA

\.xgll \

dimvarain




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintzhkan peney
Perauran Pemerintah ini dengan penempatannya dalam |

P TN
LOniharan

" Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakart

. pada tanggal

17 Desember 2003

" PRESIDEN REPUBLIK INDONES & -
ted.

MEGAWATI SOERKARNOPLU T

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2003

SERRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

‘ ud.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLII\ L\D@\ESI—\ TAHUN 2 ﬂ\ NONC
|

J

Salinan sesuaj dengan aslinya
%I,I\RELARIAT KABINET RI

',-. \».""Ar \

%&B 0 Peraturan
;‘ : dz}ng indangan II




PENJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2003
TENTANG
HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM BESERTA PERANGKAT
PENYELENGGARA PEMILIH—\\r U\IL\I SERTA PIMPINAN DAN
ANGGOTA PA\II"IIA PF\’GA'\\ AS PEMILIHAN UMUM
UMUM

1

Pemilihan Umum diselenggarakan dengan tjuan untek memilih wakii rokea
dan wakil daerah serta Presiden dan Walkil Presiden guna untuk membheniul:
pemerintahan yang demokratis, kuat. dan memperoleh dukungan rakvat dadan
rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimuna diamanathan Undang-Undune

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkun wmanat Pusal 22 &

/

ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1913
Pemilihan Umum disclenggarakan oleh sua Komisi Pemitiban Ui, i
bersifat nasional, tetap, dan manditi. Oleh karena i, Komisi Pemilin,
Umum bertanggung jawab atas penyelengeuraan Pemilihan Umum Angvo
Dewan Perwakilan Rakyart, Anggota Dewan Perwakilun Daerah Presiden, dun
Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakifan Rakyat Daerah. Dalun,
melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum  meny: inpatkan Lporos
dalam tahap penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepada Presiden dun Dewup

Perwakilan Rakyat.

Dalam menyelenggarakan Pemllma‘l Umum. Komisi Pemilihan Ui,
dibantu oleh Komisi Pemilihan Lmum Propinsi dan Komisi Pemitihon Ui
Kabupaten/Kota  sebagai pelaksana  Pemilihan  Umum  d; Promip.:

dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan Yang bersifat teap (permanen Jus

mempuiv o




- 2 -

mempunyai Sekretariat yang mempunyai fungsi melayvani tugas. wewenang dan

kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotr.  Komisi Pemiliban Ui
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilihan Umim di Kabuparen, 8o
yang bersangkutan dibantu oleh Panitia Pemilihan Recamatan (PPRY. Panito
Pemungutan Suara (PPS) dan Kelbmpok Penvelenggara Pemunguian Suurs
(KPPS). Sedangkan bagi Warga Negara Republik Indonesia vang berada J
luar negeri,-di setiap perwakilan Indonesia dibenwk Puanitia Pemilihan Luor
Negeri (PPLN) dan I\elompok Pem elenggara Pemungutan Suary Luay Now

(I\PPSLN) PPK PPLN, ‘PPS dan KPPS/KPPSLN adaluh badan pelutaing
Pemilihan Umum yang bersn“at sementara  (ad hoc). Unwuk Mengow s
penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai det ngan asas Pemilihun Umum Jun
berdasarkan peraturan perundang-undanzan.  Komisi  Pemilihon Ui
membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang keberadaunnva sesuu

dengan tingkatannya sampai dengan wilayah Kecamatan.

Mengingat besarnya cakupan tugas Komisi Pemilihan Umuwm dun badon
Pelaksana Pemilihan Umum yang berada di bawahnva, maka sumber NIRETHE
Komisi Pemilihan Umum dialokasikan dari ~\n<'<ungm Pendapatan dan EIOREN
Negara (APBN). Dengan mendasarkan Kepada cakupan woas Konisg
Pemilihan Umum tersebut serty (ujuan pcm'(;lcnggur;mn Pemilithan I\_fn;:_vu:e
yaitu untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat. dun memperode!
dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan wivan nasion:! poriv diteigpionn
Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komist Pemitihan Umum besori
Perangkat  Penyelenguara Punilih:m Umuam serte Pimpinan dan Adocotn
Panitia Pengawas PLI]HI!IMH Umum IHLLl]LlI Pcr;nur;mjl’cnn;rim;lia DRIRUE

Kedudukan demikian. Hak I\cmnmn lepm tedan Angeota Komisi Pomiliho




Umum beserta Perangkat \Penyelenooala Pemmmn Umum serta Pimpinan

\ »
t

Anggota Panltla Pengawas Pemmhan Umum ditetapkan dengan Persuran
Pemerintah yang d;susun dengan memperhatikan peraiuran caji Peouen

Negeri Sipil serta prinsip-prinsip keuangan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelz@% ‘
P : | !
Lo \ |
i | ‘

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 ‘

Cukup jelas

PDasal 7




PRESIDIN

REPUBLIK INDONES:A

Pasal 7
Cukup jelas

|
Hl |
Pasal 8 “ 3 |

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

i
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| |
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2333




